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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis tindak pidana makar yang kemudian dihubungkan 

dengan pengiriman surat yang berasal dari gerakan nasional  

 Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Makar merupakan 

perbuatan penyerangan yang ditujukan kepada pemerintah. Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana mengatur makar dalam pasal 104, 106, dan 107. Mengenai 

ketentuan makar diatur juga dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang mengatakan bahwa seseorang sudah dapat dikategorikan melakukan 

perbuatan makar jika suda ada permulaan pelaksanaan untuk melakukan 

perbuatan makar. Pengiriman surat yang dilakukan gerakan nasinal people power 

Indonesia menjadi acuan penulis apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan 

perbuatan makar. 

 Kata meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah 

yang merupakan unsur pasal 104 Kitab Undan-Undang Hukum Pidana merupakan 

segala perbuatan yang menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden baik secara 

fisik maupun psikis tidak dapat menjalankan tugas konstitusinya. Jika dikaitkan 

dengan kata mencabut mandat. Kata ini tidak dapat dikaitkan sebagai perbuatan 

yang menyebabkan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat menjalankan tugas 

konstitusinya. Karena sistem pemerintahan Indonesia sudah tidak mengenal lagi 

kata mandat atau mandataris majelis. 

 Surat yang dikirimkan gerakan nasional people power Indonesia berisikan 

permintaan agar Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Majelis Permusyawaratan 

Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan 3 ketetapan yaitu 

pertama, mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke bentuk asli yang mana 

menurut penulis permintaan ini mengandung unsur makar menurut pasal 107 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua mencabut mandat Presiden dan 

Wakil Presiden yang menjabat, menurut penulis permintaan ini tidak mengandung 

unsur makar. Ketiga mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang baru, 

permintaan ini juga mengandung unsur makar menurut pasal 107 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana  
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Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah  pendekatan 

yuridis normatif yaitu metode dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan 

data yang mengacu atau berpegang pada segi- segi yuridis. Penelitian ini akan 

menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dapat berupa buku, peraturan 

perundang-undangan, jurnal dan arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak 

sehubungan dengan tindak pidana makar. 

Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan pengiriman surat oleh gerakan nasional 

people power Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan merupakan permulaan 

pelaksanaan tindak pidana makar. Berdasarkan teori-teori hukum pidana, isi surat 

tersebut mengandung unsur makar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 107 

Kitab undang-Undang Hukum Pidana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 

Undang-Undang Dasar 1945. Setiap tingkah laku masyarakat Indonesia diatur 

menurut hukum yang berlaku. Hukum diyakini sebagai alat pelindung individu  

dari perbuatan jahat. Salah satunya hukum pidana. Hukum pidana sendiri 

merupakan hukum publik, karena mengatur hubungan antara individu dengan 

masyarakatnya sebagai masyarakat. Hukum pidana dijalankan untuk 

kepentingan masyarakat dan juga hanya dijalankan dalam hal kepentingan 

masyarakat.
1
 Maka hal-hal yang menyangkut kepentingan publik diatur dalam 

hukum pidana.  

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.
 2

 

 

Hukum pidana merupakan hukum yang terkodifikasi dimana hukum ini 

dapat kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, isi kitab ini terbagi menjadi 3 bagian , antara 

lain : buku pertama membahas tentang ketentuan umum, buku kedua 

membahas tentang kejahatan dan buku ketiga membahas tentang pelanggaran. 

                                                      
1
 E Utrecth, Rangkaian Sari kuliah Hukum Pidana I , Bandung : Fakultas Hukum Bandung, hlm 

58. 
2
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : RIneka Cipta, 2008, hlm 1 
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Karena Indonesia merupakan negara hukum maka negara perlu mengatur 

kejahatan mengenai keamanan negara yang bertujuan untuk melindungi negara. 

Hal ini dituangkan dalam buku kedua, hukum pidana yang mengatur mengenai 

kejahatan terhadap keamanan negara atau disebut sebagai tindak pidana makar. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata makar diartikan  sebagai 

akal busuk, tipu muslihat, perbuatan dengan maksud hendak menyerang 

(membunuh) orang dan sebagainya, perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah 

yang sah. Tindak pidana makar  yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan masalah 

keamanan negara. Perbuatan makar yang dimaksud merupakan perbuatan yang 

mengancam kepentingan hukum dan keselamatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) juga diatur dalam Bab I buku kedua  Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana yang mana kata makar terdapat dalam 3 pasal, antara lain: 

Pasal 104 : 

“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas 

kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil 

Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua 

puluh tahun” 

Pasal 106 : 

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah 

negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara sementara paling lama dua puluh tahun” 

Pasal 107 : 

“(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.  

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, 

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”  

Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada kejahatan 

makar yang ditujukan kepada kepala negara yaitu Presiden maupun Wakil 
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Presiden. Pasal ini bertujuan agar Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat 

melaksanakan tugas-tugas konstitusinya. Berdasarkan kamus hukum makar 

diartikan juga sebagai berikut: 

“Tiap perbuatan atau muslihat yang dilakukan untuk maka 

membunuh atau mengambil kemerdekaan Kepala Negara atau untuk 

membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, sepertipuan 

tiap perbuatan atau muslihat dengan maksud membawa seluruh atau 

sebagian wilayah Negara di bawah pemerintahan asing atau untuk 

memisahkan sebagian wilayah itu, sepertipun pula tiap perbuatan 

atau muslihat dengan maksud   pemerintahan yang syah. Dan makar 

ini terjadilah sudah apabila maksud itu telah menemukan 

penjelmaannya dalam suatu permulaan pelaksanaannya yang tidak 

terselesaikan hanya karena hal-hal yang tidak bergantung pada 

kehendak si pembuat perbuatan atau muslihat itu.” 
3
 

 

 Kata makar merupakan terjemahan dari kata “aanslag”, yang menurut 

C.B van Haeringen berarti aanval atau sebagai misdadige aanranding yang di 

dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai serangan.
4
 Noyon Langemeijer 

berpendapat sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang mengenai 

makar, antara lain : 

“aanslag itu merupakan sebagian dari tindak pidana yang ingin 

dilakukan orang, baik tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan 

ataupun tidak. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan 

bahwa makar itu terjadi segera setelah. Artinya, tidak dapat terjadi 

sebelum maksud pelaku untuk melakukan suatu tindakan persiapan, 

melainkan yang telah terwujud dalam suatu permulaan dari suatu 

tindakan pelaksananaan untuk menyelesaikan tindak pidana yang 

                                                      
3
 Subekti & R.Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1978, hlm 78. 

4
 P.A.F Lamintang & C Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1990, 

hlm 89. 
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ingin dilakukannya. Hal tersebut merupakan syarat minimum suatu 

makar”
5
 

Dari pendapat yang dikemukakan diatas, delik makar yang dimaksud 

dalam Pasal 104, pasal 106 dan pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana tidak harus selesai. Seseorang dapat dikenakan hukuman atas dasar 

tindak pidana makar apabila sudah ada suatu permulaan pelaksanaan (begin 

van uitvoering). Adapun pasal yang masih berhubungan dengan tindak pidana 

makar tercantum dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang 

berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat 

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud 

dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”
6
. Permulaan 

pelaksanaan merupakan salah satu unsur dari percobaan dalam melakukan 

kejahatan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana yaitu “Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum 

jika maksud dari si pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan, 

dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan oleh masalah masalah yang 

tidak tergantung pada kemauannya”.  

Pada pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 53 

ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana keduanya memiliki kesamaan 

yaitu adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) sebagai syarat agar 

pelaku dapat kenakan sanksi pidana. Namun kedua pasal ini juga memiliki 

perbedaan. Dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menetapkan dalam keadaan apa percobaan dapat dipidana. Seseorang dapat 

dikatakan melakukan percobaan tindak pidana dengan syarat : harus ada niat 

dari pelaku, harus ada permulaan pelaksanaan, dan pengunduran diri yang tidak 

suka-rela
7
. Niat atau voornemen menurut Simons sebagaimana diterjemahkan 

oleh A.Z Farid Abidin adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang 

                                                      
5
 P.A.F Lamintang. Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, 

Bandung : Sinar Baru, 1978 , hlm 10. 
6
 Ibid, hlm 7. 

7
  D.Schaffmeister,N.Keijzer, Mr.E.PH.Sutorius, J.E.Sahetapy., Hukum Pidana : Kumpulan Bahan 

Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda,Yogyakarta : 

Liberty, hlm 214. 
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mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat 

yang tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan
8
.  

Unsur “permulaan pelaksanaan” yang dimaksud dalam pasal 53 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai permulaan pelaksanaan dari niat untuk 

melakukan kejahatan. Dan unsur yang terakhir adalah “pengunduran diri yang 

tidak suka rela”. Syarat untuk percobaan yang dapat dipidana yaitu bahwa 

kejahatan tidak selesai semata-mata disebabkan oleh keadaan yang tidak 

bergantung dari kehendak pembuat, mengakibatkan pembuat tersebut tidak 

dipidana karena pengunduran dirinya secara suka rela telah membantu tidak 

selesainya kejahatan itu
9
. Pelaku hanya dapat dikatakan melakukan percobaan 

apabila kejahatan yang dikehendakinya tidak selesai karena suatu keadaan yang 

tidak dikehendakinya. Misalnya Tono ingin mecuri, Tono sudah 

mempersiapkan linggis sebagai alat bantunya untuk melakukan pencurian. 

Tono memulai aksi pencurian ketika penghuni rumah tertidur, Tono pun mulai 

membobol pintu belakang rumah korban. Namun penghuni rumah terbangun. 

Keadaan yang tidak dikehendaki pelaku dapat diilustrasikan seperti contoh 

diatas yaitu berhentinya pencurian bukan karena niat/ kehendak si pelaku 

melainkan karena penghuni rumah terbangun. 

Hal yang membedakan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dengan pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pasal 53 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan percobaan harus memenuhi 

3 unsur namun dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam 

Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan pasal 53 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana diperbedakan secara tegas antara apa yang disebut 

“voorbereidingshandeling” atau tindakan persiapan dengan 

uitvoeringshandeling atau tindakan pelaksanaan. Tindakan persiapan untuk 

melakukan kejahatan tidak dapat dihukum. Suatu perbuatan itu baru dapat 

dihukum setelah adanya begin van uitvoeringshandeling atau permulaan dari 

                                                      
8
 A. Z. Abidin Farid, A Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, 

Penyertaan dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm 

51.  
9
.D.Schaffmeister,.N.Keijzer, Mr.E.PH.Sutorius,.J.E.Sahetapy,S.H., M.A., Op.cit, hlm 222. 
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tindakan pelaksanaan.
10

 Unsur yang membedakan pasal 87 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dengan pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana adalah unsur pengunduran diri dari pelaku yang tidak sukarela. Jika 

dalam pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung 

unsur pengunduran diri dari pelaku yang tidak sukarela maka dalam pasal 87 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang sudah dapat dikatakan 

melakukan tindak pidana makar tanpa harus melihat apakah batalnya perbuatan 

dari permulaan pelaksanaan pelaku, dikehendaki pelaku atau tidak dikehendaki 

pelaku. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa 

pelaku dapat dikenakan pasal tindak pidana makar apabila telah melakukan 

permulaan pelaksaan. Terbuktinya dimulainya permulaan pelaksanaan saja 

sudah dapat dikenakan pasal tindak pidana makar karena pasal 87 tidak 

mengenal perbuatan percobaan makar. 

Bentuk permulaan pelaksanaan dari tindak pidana makar bisa bermacam-

macam. Permulaan pelaksanaan dapat berupa perbuatan  mengirim surat. 

Seperti kasus Sri Bintang Pamungkas, seorang aktivis yang ditangkap pada 2 

Desember 2016. Menurut istrinya, Sri Bintang Pamungkas ditangkap dengan 

tuduhan makar atas surat yang dikirimkan beliau kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan markas TNI di 

Cilangkap.
11

 Isi surat yang dikirimkan Sri Bintang Pamungkas menurut polisi 

yang menangkap terkandung dugaan unsur makar. Isi surat tersebut sebagai 

berikut : 

“Kepada 

  Yth: 

Pimpinan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

d/a Gedung DPR/MPR-RI 

Jl Jenderal Gatot Soebroto 

Jakarta Selatan 

 

 

                                                      
10

 P.A.F Lamintang & C Djisman Samosir, Op.cit,hlm 80 
11

 Anugrahadi, Ady, Kronologi Penangkapan Sri Bintang Pamungkas Terkait Dugaan Makar, 

http://news.liputan6.com/read/2668011/kronologi-penangkapan-sri-bintang-pamungkas-terkait-

dugaan-makar, Bandung, dibuat pada 2 Desember 2016, diakses pada 15 Mei 2017. 

http://news.liputan6.com/read/2668011/kronologi-penangkapan-sri-bintang-pamungkas-terkait-dugaan-makar
http://news.liputan6.com/read/2668011/kronologi-penangkapan-sri-bintang-pamungkas-terkait-dugaan-makar
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Dengan Hormat, 

Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional People Power 

Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponent 

aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah 

menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna 

menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (SI-MPR-RI0 sesegera mungkin. Yaitu dengan 

maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari 

ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR-RI itu adalah untuk 

menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi : 

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 Asli di 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Mencabut mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang 

sekarang  masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf 

Kalla 

3, Mengangkat Pejabat Presiden Republik Indonesia yang baru, 

yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia 

dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik 

Indonesia. 

Demikian permintaan kami dengan harapan MPR-RI dapat 

memenuhinya dengan segera. Terimakasih atas segala perhatian 

dan kesediaannya. 

 

Hormat saya,  
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Sri Bintang Pamungkas”
12

 

Permulaan pelaksanaan dapat kita temui dalam delik percobaan yang  

diatur dalam BAB IV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata “permulaan 

pelaksanaan” tidak hanya ditujukan kepada “pelaksanaan dari maksud jahat si 

pelaku” dalam pengertian bahwa di dalamnya terkandung pengertian dari setiap 

perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan “maksud” tersebut, walaupun 

mungkin benar bahwa dengan perbuatan itu kejahatan yang dimaksudkan tidak 

akan dapat diselesaikan. Perkataan tersebut terutama harus dihubungkan 

dengan “pelaksanaan dari kejahatan” itu
13

.  Isi surat Sri Bintang Pamungkas 

diduga sebagai permulaan pelaksanaan perbuatan makar. Adapun pendapat 

lainnya mengatakan bahwa isi surat tersebut tidak mengandung unsur makar 

karena Sri Bintang Pamungkas tidak bermaksud untuk melakukan penyerangan 

kepada Presiden maupun Wakil Presiden. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan dibuat penulisan hukum dalam 

bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana 

Makar Yang Dihubungkan Dengan Surat Yang Berasal Dari Gerakan 

Nasional People Power Indonesia Yang Diajukan Kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah kata meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden 

memerintah dalam Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat 

disamakan dengan kata mencabut mandat? 

2. Apakah surat yang telah disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dapat dikategorikan sebagai unsur tindak pidana makar? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

                                                      
12

 Anugrahadi, Ady, Inikah Surat Yang Membuat Sri Bintang Dituding Makar?, 

http://news.liputan6.com/read/2668279/inikah-surat-yang-membuat-sri-bintang-dituding-makar, 

Bandung, dibuat pada 2 Desember 2016, diakses pada 20 Juli 2017. 
13

 P.A.F Lamintang & C Djisman Samosir , Op.cit, hlm 50. 

http://news.liputan6.com/read/2668279/inikah-surat-yang-membuat-sri-bintang-dituding-makar
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Menganalisis kata “meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden 

” dalam pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disamakan 

dengan kata “mencabut mandat” 

2.  Menganalisis surat yang disampaikan ke MPR dapat dikategorikan 

sebagai unsur tindak pidana makar  

 

1.4. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti permasalahan 

kriteria tindak pidana makar yang bukan termasuk dalam hak kebebasan 

berpendapat adalah Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif merupakan 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengacu atau 

berpegang pada segi-segi yuridis
14

. Alasan penulis menggunakan metode ini, 

karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai pengaturan tentang 

tindak pidana makar yang berkaitan dengan isi surat Sri Bintang Pamungkas 

yang diduga melakukan permulaan pelaksanaan tindak pidana makar. Masalah 

ini akan ditinjau berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori yang ada di dalam 

bidang hukum. Untuk itulah, maka penelitian ini akan menggunakan sumber 

data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan suatu 

penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat 

atau tulisan dari para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk 

mendapatkan informasi baik dalam bentuk formal maupun naskah resmi
15

. 

Data sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, konvensi, 

peraturan perundang-undangan dan arsip baik yang dipublikasikan secara 

umum atau tidak
16

. Dalam hal penelitian ini, penulis akan menggunakan buku 

                                                      
14

 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990, hlm 116.  
15

 Ibid, hlm 107. 
16

 Ibid, hlm 11. 
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dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana 

makar. 

 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam 

pembahaan masalah ini adalah : 

(a) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen 

(b) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

(d) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan mengenai penelitian yang diawali 

dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PENGERTIAN MENGENAI TINDAK PIDANA 

MAKAR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KITAB UNDANG-

UNDANG HUKUM PIDANA  

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori dan asas-asas hukum 

yang berkaitan dengan tindak pidana makar. Teori dan asas hukum ini 

nantinya akan memberikan pembenaran atau justru menyanggah mengenai 

surat yang disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

BAB III. : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KATA “MENIADAKAN 

KEMAMPUAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MEMERINTAH” 

DALAM PASAL 104 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

DIKAITKAN DENGAN KATA MENCABUT MANDAT 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai maksud dari kata 

meniadakan kemampuan presiden dan wakil presiden memerintah yang 

merupakan salah satu unsur tindak pidana makar pasal 104 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan kata mencabut mandat. 
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BAB IV : ANALISIS SURAT YANG DISAMPAIKAN KE MPR 

DIKATEGORIKAN TINDAK PIDANA MAKAR 

Pada bab ini, penulis akan menganalisis jawaban dari pertanyaan dalam 

rumusan masalah.  

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah dan saran. 
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